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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Mengacu pada pembahasan terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Peranan Elit Tradisional di Desa Jawapogo hingga saat ini masih sangat kuat daan diakui 

keberadaannya baik oleh masyarakat setempat maupun oleh pemerintah desa di Desa 

Jawapogo. 

2. Dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pembangunan, pemerintah Desa 

Jawapogo sangat mengandalkan keterlibatan para Elit Tradisional sebagai motivator 

dalam mmengarahkan dan memberi petunjuk kepada masyarakat tentang berbagai 

kebijakan menyangkut pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. 

3. Peranan Elit Tradisional di Desa Jawapogo benar – benar sebagai pemersatu masyarakat 

yang dtunjukan dalam berbagai kegiatan upacara adat di Desa Jawapogo. Hal ini terlihat 

dari partisipasi masyarakat dalam upacara – upacar adat, baik upacara membangun rumah 

adat, upacara pernikahan maupun upacara kematian. 

6.1.1 Kemitraan Sesuai Prinsip Kesetaraan (Equity) 

Berdasarakan hasil analisis prinsip kesetaraan artinya harus ada pendekatan bukan 

secara top down ataupun bottom up. Tapi hubungan yang saling menghormati satu sama lain, 

menghargai dan percaya dengan mengedapankan kesetaraan yang meliputi adanya 

pengahargaan, kewajiban, dan ikatan emosional saling membutuhkan dan melengkapi. Di 

Desa Jawapogo sudah terbukti bahwa setiap kemitraan harus ada suatu institusi yang telah 

bersedia menjalin hubungan kemitraan yang sama atau sejajar kedudukannya dengan yang 

lain dalam mencapai tujuan yang disepakati. Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Pasal 1 butir 8 disebutkan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas 



92 
 

hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kesejahteraan 

masyarakat juga yang datangnya dari masyrakat sendiri dimana masyarakat bergotong royong 

dan berpartisipasi dalam suatu pembangunan. Bekerja sama dari pihak – pihak masyarakat 

dan elit akan sangat dibutuhkan sehingga membawa begitu banyak perubahan – perubahan. 

6.1.2 Prinsip Keterbukaan  

Berdasarkan hasil analisis di Desa Jawapogo Kepala Desa melakukan dengan cara 

memberi ruang kepada masyarakat untuk berpendapat, dengan cara komunikasi agar 

masyarakat juga peka terhadap pelaksanaan pembangunan desa juga melakukan pertemuan – 

pertemuan khusus dengan para Mosanua. Untuk memperkuat kepala desa dalam 

mempengaruhi masyarakat dengan cara duduk bersama atau minta pendapat/ide – ide dari 

para Mosanua. Kepala desa juga jangan membuat keegohan tersendiri sehingga membuat 

masyarakat tidka ikut berpartisipasi dalam program – program desa. Tetapi yang dialami di 

Desa Jawapogo kepala desa selalu mendengarkan masyarakat dan memberi ruangh kebebasan 

bagi masyarakat untuk berpendapat dan memberikan masukan atau usul saran. Dan bahwa 

pemerintah sangat membutuhkan elit tradisional setiap adanya suatu pembangunan dalam 

menggerakan masyarakat karena yang lebih dekat dengan masyarakat adalah Mosanu untuk 

memotivasi mereka dalam setiap aktifitasnya. 

6.1.3 Prinsip Asas Manfaat Bersama (Mutual Benefit) 

Berdasarkan hasil analisis tentang asa manfaat bersama (mutual benefit) suatu 

organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan yang terjalin sesuai dengan kemitrraan 

yang diperoleh. Kegiatan atau pekerjaan  akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan 

bersama yaitu harus saling menguntungkan dan harus membawa manfaat bagi semua pihak 

yang terlibat ddan menciptkan manfaat bersama agar menghindar persaingan diantar para 

mitra. Di Desa Jawapogo peran ketua adat dalam menyatukan masyarakat adalah dalam 
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berrbagai hal upacara adat seperti membangun rumah adat, perkawinan dan juga kematian. 

Dalam upacara adat apapun para Mosanua tidak sendiri bekerja melainkan mengumpulkan 

semua warag masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi. Sehingga hubungan pemerintah 

denggan Mosanua selalu berjalan. Dalam hal ini pemerintah dengan Mosanua saling 

membutuhkan dalam pelaksanaan apa saja baik dalam penyelesaian masalah, pembangunan 

desa serta upacara – upacara adat lainnya. 

6.2 Saran  

 Berdasarkan penelitian dilapangan penulis menemukan bahwa Kepala Desa lebih 

berdominan dalam menentukan kebijakan dan tidak melibatkan para Elit/Mosanua yang 

berakaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa, maka penulis menyarankan beberapa hal 

penting yang perlu diperhatikan, yakni : 

1. Pemerintah Desa Jawapogo harus selalu melibatkan para Elit Tradisional (Mosanua) 

danmasyarakat dalam menentukan kebijakan dan harus selalu adanya membangun 

hubungan antar pemerintah, elit tradisional dan masyarakat. 

2. Partisipasi masyarakat Desa Jawapogo tidak harus selalu tergantung pada mobilisasi yang 

datang dari para Elit Tradisional yang ada maupun dari pemerintah desa, maka perlu 

adanya upaya untuk menumbuhkan kesadaran partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pemerintah desa. 

3. Diharapkan perhatian dari pemerintah Desa Jawapogo untuk tetap menumbuhkan dan 

melestarikan nilai – nilai sosio budaya tradisional, khususnya di Desa Jawapogo agar 

tiddak hilang atau punah akibat perkembangan jaman. 

4. Disarankan kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai faktor – 

faktor yang mempengaruhi peranan elit tradisional sebagai pendukung keberhasilan 

penyelenggaran pemerintah desa di Desa Jawapogo. 
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